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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Sejarah perkembangan Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga 

pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan 

sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk 

menyediakan  pangan  bagi  masyarakat  pada  harga  yang  terjangkau  diseluruh 

daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat  produsen dan konsumen. 

Instrumen untuk  mencapai tujuan tersebut  dapat  berubah sesuai kondisi  yang 

berkembang. 

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 

1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya 

pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor 

beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar belakang ikut 

campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya 

fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat  merosot 

tajam pada tahun 1930,  sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar 

pajak. 

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu  

untuk  secara  resmi  dan  permanen  mendirikan  suatu  lembaga  pangan. Tanggal 

25  April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelen 
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Fonds (VMF). 

Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi. 

Secara ringkas, perkembangannya sebagai berikut: 

1. Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual dan mengadakan 

persediaan bahan makanan. 

2. Tahun 1942-1945 (zaman pendudukan Jepang) VMF dibekukan dan diganti 

dengan "Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha". 

3. Tahun  1945-1950,  terdapat  2  organisasi,  yaitu:  Di  Daerah  RI:  Didirikan 

Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan pada Tahun 1947/48 dibentuk 

Kementrian Persediaan Makanan Rakyat sedang di daerah yang diduduki 

Belanda: VMF dihidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah dijalankan 

di tahun 1939. 

4. Tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA) (1950-1952) yang 

tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan pangan. 

5. Tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) (1952-

1958) ini lebih banyak  berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan 

pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijaksanaan dan usaha 

stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasaran. 

6. Tahun 1958 selain YUBM yang ditugaskan untuk impor didirikan pula YBPP 

(Yayasan Badan Pembelian Padi) (1958-1964) yang dibentuk di daerah-daerah 

dan  bertugas untuk  membeli padi.  Dengan  meningkatnya  harga beras dan 

terjadinya tekanan-tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, maka 
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pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme 

pasar dan berorientasi pada distribusi fisik. 

7. Tahun  1964  YUBM  dan  YBPP  dilebur  menjadi  BPUP  (Badan  Pelaksana 

Urusan Pangan) (1964-1966). Tugas badan ini mengurus persediaan bahan 

pangan di seluruh Indonesia. 

8. Tahun 1966 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando Logistik Nasional) 

(1966-1967). Tugas Kolognas adalah mengendalikan operasional bahan-bahan 

pokok kebutuhan hidup. Kebijaksanaan dan tindakan yang diambil untuk 

menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari beras luar negeri. 

9. Tahun  1967  KOLOGNAS  dibubarkan,  diganti  dengan  BULOG  (Badan 

Urusan Logistik) (1967-1969) yang dibentuk dengan KEPPRES No. 114/KEP, 

1967. Berdasarkan KEPPRES RI No. 272/1967, BULOG dinyatakan sebagai 

"Single Purchasing Agency" dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Single 

Financing Agency (Inpres No. 1/1968). 

10. Pada tanggal 22 Januari 1969 (Reorganisasi BULOG) berdasarkan KEPPRES 

11/1969, struktur organisasi BULOG diubah. Tugas BULOG yaitu membantu 

Pemerintah  untuk  menstabilkan  harga  pangan  khususnya  9  bahan  pokok. 

Tahun 1969 mulailah dibangun beberapa konsep dasar kebijaksanaan pangan 

yang erat kaitannya dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara lain : 

konsep floor dan ceiling price; konsep bufferstock; dan Sistem serta tatacara 

pengadaan, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran. STIK
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Tugas BULOG semakin bertambah. Komoditi yang dikelola bertambah 

menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai 

(1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada 

Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijaksanaan Stabilisasi Harga Beras yang 

berorientasi pada operasi bufferstock dimulai tahun 1970. 

Stabilisasi harga  bahan pangan terutama  yang  dikelola BULOG  masih 

tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan ditunjang 

dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur 

organisasi BULOG diubah sesuai Keppres No.39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 

dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi 

kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah. 

Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI  

No.50/1995 BULOG ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan 

beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring 

dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok BULOG dipersempit melalui 

Keppres No.45/1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga 

dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 

15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja. 

Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI No.19/1998 tanggal 

21 Januari 1998 dan tugas pokok BULOG hanya mengelola beras saja. Tugas pokok 

BULOG diperbaharui kembali melalui Keppres No.29/2000 tanggal 26 Pebruari 

2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang 
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manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga 

beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama, karena mulai 23 Nopember 2000 

keluar  Keppres No.166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas 

pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, Keppres No.103/2001 tanggal 13 

September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai Lembaga Pemerintah 

Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. 

Selama  lebih  dari 30  tahun Bulog  telah  melaksanakan penugasan dari 

pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka 

memperkuat ketahanan pangan nasional, timbul tekanan yang sangat kuat agar peran 

pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk 

pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut 

terutama mucul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan 

lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Dan pada akhirnya era 

baru itu datang juga, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi 

berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 

2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No.61 Tahun 2003. Peluncuran Perum 

Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003. STIK
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Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, 

disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. 

Dengan  bentuk  Perum,  Bulog  tetap  dapat  melaksanakan  tugas  publik  yang 

dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian 

gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, 

pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan 

darurat  dan  kepentingan  publik  lainnya  dalam  upaya  mengendalikan  gejolak 

harga. 

Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada 

masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha 

yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini 

gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian 

dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya 

dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan  perubahan  

status  Bulog  menjadi  Perum  dapat  lebih  menambah manfaat kepada masyarakat 

luas. 

 

2.2 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo Perum Bulog 
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Arti dari logo Perum Bulog : 

Bunga teratai : Mempresentasikan Bulog sebagai lembaga pangan yang handal 

untuk memantapkan ketahanan pangan. 

Warna jingga  : Melambangkan optimisme dalam mencapai visi dan misinya. 

 

 

Gambar 2.2 Logo Bulog Mart  

 

2.3 Lokasi Perusahaan  

Perum Bulog Sub Divre Surabaya Utara berlokasi di Jalan Raya Bandara 

Juanda No. 16 Sidoarjo. Untuk mengetahui letak secara detail, dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.3 Lokasi Perusahaan 

 

2.4 Visi dan Misi Perusahaan 

Berikut ini adalah visi dan misi Perum Bulog: 

2.4.1 Visi 

Visi yang terdapat pada Perum Bulog yaitu: 

Terwujudnya perusahaan yang handal dalam pencapaian ketahanan pangan nasional 

yang berkelanjutan. 

 

2.4.2 Misi 

Misi yang terdapat pada Perum Bulog yaitu: 

1. Memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan terjangkau.  

2. Mewujudkan SDM profesional, jujur, amanah dan menerapkan prinsip-prinsip 

GCG di bidang pangan. STIK
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2.5 Nilai Perusahaan 

Nilai-nilai Dasar yang diterapkan didalam Perum Bulog ada 5 nilai yaitu: 

1. KUALITAS  

Perusahaan dengan seluruh jajaran manajemen dan pegawai sepakat untuk 

berorientasi pada kualitas produk dan pelayanan pada rakyat (konsumen) sesuai 

dengan visi dan misi.  

2. INTEGRITAS  

Keutuhan pribadi, manajemen dan organisasi yang mencerminkan konsistensi 

antara prinsip dengan perilaku.  

3. TEAM WORK  

Seluruh unit kerja dan karyawan bergerak fokus dan total secara terintegrasi 

dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan.  

4. INOVATIF  

Kemampuan untuk berfikir dan mengembangkan nilai-nilai kreatifitas dan 

inovasi dalam bekerja.  

5. RESPONSIF  

Kemampuan perusahaan untuk mengambil keputusan dan melakukan upaya-

upaya preventif maupun kuratif dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan 

strategis. Pada tingkat invidivu, nilai ini direfleksikan oleh sikap awareness yang 

tinggi terhadap setiap kebijakan perusahaan. STIK
OM S

URABAYA



15 

 

 

2.6 Struktur Organisasi  

Berikut ini adalah struktur organisasi Sub Divre Surabaya Utara: 

KEPALA

WAIL KEPALA

SEKSI PELAYANAN 

PUBLIK

SEKSI ADMINISTRASI 

DAN KEUANGAN 

SEKSI ANALISA HARGA 

DAN PASAR

SEKSI PERENCANAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

USAHA
SEKSI AKUNTANSI

KANTOR SEKSI 

LOGISTIK

GUDANG 

UPT 

PEGOLAHAN 

GABAH / BERAS

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Sub Divre Surabaya Utara 
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